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Pasal Pencalonan Presiden
Akan Dibanjiri Gugatan

Penggunaan hasil Pemilihan Umum 2014 dinilai tak relevan.

Ninis Chairunnisa
ninis.chairunnisa@tempo.co.id

JAKARTA — Polemik Undang-
Undang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum belum
akan berakhir. Sejumlah
kalangan kini menyiapkan
gugatan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi ter-
hadap pasal 222 yang me-
ngatur tentang ambang
batas perolehan suara dan
kursi partai atau gabungan
partai yang akan mengu-
sulkan pasangan calon pre-
siden-wakil presiden (pre-
sidential threshold).

Pakar hukum tata negara
Yusril Ihza Mahendra,
misalnya.Ketua Umum Par-
tai Bulan Bintang ini me-
mastikan akan menggugat
pasal tersebut karena ber-
tentangan dengan kon-
stitusi. “Presidential tres-
hold dalam pemilu serentak
bertentangan dengan Pasal
6A ayat (2) juncto Pasal
22E ayat (3) UUD 1945,
kata Yusril, kemarin. Dia
berencana mengajukan gu-
gatan begitu Presiden Joko
Widodo meneken undang-
undang tersebut.

Dewan Perwakilan Rak-
yat mengesahkan Undang-
Undang Penyelenggaraan
Pemilu pada kemarin dini-
hari. Beleid baru itu me-
ngatur presiden hanya
dapat dicalonkan partai
politik atau gabungan par-
tai dengan perolehan 20
persen kursi DPR atau 25
persen suara sah nasional.

Yusril menjabarkan, Pa-
sal 6A ayat (2) Undang-

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua
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Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Undang Dasar 1945 me-
ngatur bahwa pasangan
calonpresidendanwakilpre-
siden diusulkan oleh partai
politik atau ‘gabungan
partai politik peserta pemi-
lihan umum sebelum pelak-
sanaan pemilihan umum.
Sedangkan Pasal 23 ayat
(3) menyebutkan partai pe-
serta pemilihan umum ada-
lah untuk memilih anggota
DPR dan DPRD.

Padahal, Yusril meng-
ingatkan, pemilihan DPR
dan pemilihan presiden
pada 2019 akan digelar se-
rentak. Artinya, pada saat
ituperolehansuaradankur-
si partai di parlemen belum
diketahui. “Dengan mema-
hami dua pasal UUD 1945
itu,makatidakmungkinpre-
sidential threshold menjadi
syarat bagi partai dalam
mengajukan pasangan

calon presiden dan wakil
presiden,” ujarnya.

Argumen serupa diuta-
rakan Direktur Perkum-
pulan untuk Pemilu dan
Demokrasi Titi Anggaraini,
yvang bersama Koalisi
Masyarakat Sipil Kawal
RUU Pemilu juga berenca-
na mengajukan gugatan
ke MK. Menurut Titi, peng-
hapusan ambang batas
pencalonan presiden meru-
pakan keniscayaan dalam
konsep pemilu serentak.

Titi mempersoalkan per-
hitungan presidentigl thres-
hold yang akan merujuk
hasil Pemilu 2014. “Hasil
pemilu yang lalu sudah
kedaluwarsa, kehilangan
legitimasi dan relevansi
hukum, untuk dijadikan
dasar syarat pemilihan pre-
siden 2019,” ujarnya.

Pasal presidential thres-

hold merupakan usul
pemerintah yang disoko-
ng partai-partai pendu-
kungnya di DPR—kecuali
Partai Amanat Nasional.
Menteri Dalam NegeriTjah-
jo Kumolo bahkan sempat
mengancam akan mundur
dari pembahasan jika DPR
tak mengabulkan. Sebagai
gantinya,pemerintahberen-
cana menyusun peraturan
pemerintah pengganti un-
dang-undang sebagai pa-
yung hukum pelaksanaan
Pemilu 2019.

Tjahjo membantah presi-
dential threshold inkon-
stitusional.Menurutdia,atu-
ran tersebut akan memas-
tikanpresidenterpilihdidu-
kung ‘parlemen. “Sehingga
presidentialthresholdmem-
perkuat sistem pemerin-
tahan presidensial,” kata
Tjahjo. @ DESTRIANITA
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